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bahvvapenyelengaraanPemerintahsebagaipenyelenggarautama
;;i.,;;J; publp-beikewajiban mernberikin pelayanan yang terbaik

[igi'puoll< sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik;

bahwa untuk mewujudkan p,enyelengaraan pemerintahan daerah

vunll *urpu menjaiankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-

suniigufr A'an penun tanggungjawab, perlu diletakkan azas-azas

penrlelenggaraan pelayanan pulblik;

bahwa dalam rangka meningkietkarr kualitas pelayanan publik, perlu

diaclakan pengaturan terhacilap kewajiban dan tanggunglawab

1>enyelenggarain pelayanan purblik serta penerima pelayanan publik

,u.iprn 
-iif,uf-piiuk lain yang berkepenUngan perlu dilakukan

secilra berkeslnambungan, seiring dengan perkembangan harapan

publik;

baluara berdasarkan pertimlrexrngan Sebagaimana dimalsud dalam

hulrf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk F'eratulran Bupati

tentang Penyelenggaraan F'elayananan Publik di Kabupaten

Katirrgan;

l",lndang-Undang Nomor I Tahlln L974 tentang Pokok-Pokok

Kepregawaian (Lembaran Ne5lara Republik Indonesia Tahun 1974

Nonror 55 Tambahan Lembaran llegara Republik Indonesia Nomor

30r[1) sebagaimana telah diutlah clengan Undang-Undang Nomor 43

Talrun 1999 (Lembaran Negilra Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169 Tambahan Lembat'an Negara Republik Indonesia Nomor
38$0);

Llnrjang-Undang Nomor B Taiirrun 1.981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tanrbahan Lembaran Negara lF(epublik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konrsumen (Lembaran Negara llepublik Indonesia Tahun 1999
Nornor 42, Tambahan Lembaran l\egara Republik Indonesia Nomor
41:r5);

Unilang-Undang Nomor 28 l'ahuur 1999 tentang Penyelenggaraan
Ne,Jara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tarnbahan Lembaran Negara llepublik Indonesia Nomor 3851);
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5. Undang-Undang Nomor 5 l'ahun 2002 tentang Pernberrtukan

Kabrrupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, lGbupaten Sukamara,
Kab,rupaten Lamandau, KabuparLen Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pis"ru, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Tlmur di
Prorrinsi Kalimanlan Tengah (l.emtraran Negara Republik Indonesia
Tahrun 2002 Nomor 18, Tatnbahan Lembaran Neglara Republik

Indonesia Nomor 4180);

Unclang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pen:rberantasan nndak Pidanar Korupsi (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2002 Nomcr L3i7, Tambahan Lembaran Negara
Reprublik Indonesia Nomor 42lri0);

Undang-Undang Nomor 10 'fahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor li3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3t!9);

Undang-Undang Nomor 32 'Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
'12!;, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44:1,i7), sebagaimana telah diuloah dengan Undang-Undang Nomor B

Tal'run 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggganU
Undang-Undang Nomor 3 Tiihunr 2005 tentang. Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O{ tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Un,dangl ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 10& Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah
derrgan Undang-Undang Nomor 1lZ Tahun 2008 tentang Perubahan
Keclua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran lNegara Republlk Indonesia Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonror a$afi;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor !26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTaD;

Unrlang-Undang Nomor 37 Tahun Z00B tentang Ombudsman
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4899);

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenLang pelayanan pubrik
(Lernbaran l,legara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor !12,
Tarnbahan Lembaran Negara l{epurblik Indonesia Nomor 5039);

lJndang-Undang Nomor 46 lirhun 2009 tentang pengaclilan Tlndak
Pidana Korupsi (Lembaran N€lgara Republik Indonesia r ahun 2009
Nonror 155, Tambahan Lenrbarcn Negara Republik Indonesia
Nornor 5O7a);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999
tentlang Tata cara Pemerikstran lKekayaan penyelenggara Negara
(Lern53;sn Negara Republik Indonesia Tahun 

'lggg--Nom 
or 126,

Tarrrbahan Lembaran Negara li:epublik Indonesia Nomor 3936);

Perilturan Peerintah Republik Iniconesia Nomor 69 Tahun 1999
tenlang Tata cara Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara Presiden Republlk Indonesia (Lembaran
Ner;ara Tahun 1999 Nomor 1219 rambahan Lembaran Negara
Nonlor 3866);
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15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antar:l permerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Ne,;lara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonror 92, iambahan
l.enrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tirhun 200g tentang pembagian Urusan
Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerahr Karbupaten Katingan Tahun 2008
Nomor 3);

MEMUTUSI(AN I

Menetap&ian : PEIIIATURAN BUpATT KATnftGA,N TENTANG ANALTS$ BEBAN
KEIFUA PERANGKAT DAERAIH.

BAB I
KETENTUAN UMUtI/t

Pasal 1

Dalam peraturain Bupati ini yang dimakucldengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Katinganr;
?-. Pemerintahr Kabupaten adalah Pemerinrtah Kabupaten Kagngan;3. Bupati adal;rh BupaU Katingan;
4. Dewan Pentrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah

DPRD Kabupaten Katingan;
5. tJmbudsmarn adalah lembaga. negara yang mempunyai kewenagan

tmengawasi penyelenggaraan pelayanan publikbaik yang iiselenggara[in
oleh penyerlenggara negara pelayanan plutitq oak van6 Jiseren66arar<an
?luh. perryerenggara negara dan' pemerintair -termasu[- r;gdiselenggarakan oleh Badan Usaha Miliik Negara, Bad; Usaha Milik
Daerah, dan badan hokum milik negara r;erta 6dan hukum milik swasta.rrlaupun perseorangan yang. diberi tugas menyelenggarakan pelayanan
publik tertentu yang sebagian atalr xiluruh iununvi bersumber dariilnggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan
,Can belanJtr daerah;

6' Pelayanan Publik adalah keglatan at;lu rangkaian kegiatan yang ditakukan
'calam rangka pemenuhan klbutuhan pelayinan ;il.i;;"gan ketentuan
Peraturan perundang-undangan bagi seUap warga negara ian penouou[
iltas barang, jas, dan/atau pclayanan ar:ministiatr virg-Oi,rudiakan olehqrenyelengglara pelayanan publik;'

7 ' lPenyelengglara Pelayanan Publik adalah lembaga pelayanan publik baik
lremerintah daerah, badan usaha nrilik daerati miuptin [orporast yang
rnenyelengrJarakan pelayanan publik;

8' l>elalcsanaan Pelayanan Publi( yang selajutnya disebut pelaksana adalah
Pejabat, pegawai, petugas, dan. ietiap orang yang bekerja di dalamt>rganisasi penyelenggara yang bertugas meiafbnikan tindakan ataut;erangkaiatl tindakan pelayanan publik-sesuai Oengan tugur, fungsi dankewenangannya;

9. I>enerima rperayanan adg{ah. perseorcngan, kerompok orang dan/atautradan hukum yang memilikl hak dan kepentingan terhadap suatu tayananpublik;
10' liatuan Kerja Perangkat Daerah s;elaniutnya disingkat sKpD adalahorganisasy'lLembaga pada Pemerinhh diaerah, terOi'rr-itas Seketariat[)aerah, Selcretariat DPRD, Dinas Dilerah dan'6b;g. T.knis Daerahllabupaten ti(atingan;

11' Korupsi adilrlah tindak pidana sebagaimana dimakud dalam ketentuanperaturan prerundang-undangan yangr mr:ngatur tentang tindak pidana
k,trupsi;
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12. Kolusi adalah permufakatan atau kegialan llerjasama y,ang melawan hukum
arntar penyr:lenggara pemerintahan ciaerah atau antara penyelenggara
pemerintahan daerah dengan pihak lainr yang merugikan orang lain,
nrasyarakat dan atau negara;

13. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara pemerintahan daerah
y;ang melawan l"rukurn serta mengunturngkan kepentingan keluarganya dan
a[au kroniny'a diatas kepenUngan Masyarakat, Bangsa dan Negara;

14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman
penvelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban penyelenggara kepada penrlrima layanan dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

15. Penyelengaraa pemerintah daerah adalah pejabat daerah yang
nrenjalankarr fungsi eksekutif, legislative dan pejabat lain yang tugas pokok
dan fungsirrya berkaitan dengan prenyelenggaraan pemerintah daerah
sesuai keterrtuan peraturan perudang-undangan yang berlaku;

16. Peran serta ntasyarakat adalah peran se'rta aktif masyarakat untuk ikut
sefta rnewujudkan penyelenggaraan pelaryanan publik yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisne yang dilaksanakan dengan
nrentaati norma hukum, moral dan sos;ialyilng berlaku dalam masyaraka[

17. Indek Kepr.rasan Masyarakat (IKM) iadalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif rlan kualitatjf atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayaanan dari aparatur penyelenggana pelayanaan publik dengan
nrembandingkan anatara harapan darir kebutuhannya bedasarkln standar
pelayanan y;lng telah ditetapkan;

18. s;engketa Pr:layanan publik adarah s,r:nglleta yang tjmbul dalam bidang
pelayanan publik antara penerima perayanan dengan penyelenggari
pelayanan p,ublik akibat ketidaksesuaian iantara pelayinan 

'yang 
dit6lima

dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
19. Fengaduan adalah pemberitahuan !;ecara tertulis maupun lisan yang

ciinformasik;iln ketidaksesuaian antar;ir pelayanan yang diterima oengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan;

20. l*ledia adal,rh segala alat untuk pen,yebarluasan informasi yang berupa
cetak dan e[:ft1ron,n.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG Ut{GKUp

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuanr

Pasal 2

Peraturan Buparti ini dimaksud untuk nremberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara penerinra rayanan dan pe,'yerenggara aallm pelayanan trbiik

Pasal 3

Tuju;rn Pelayanan publik adalah :

a. Mewujudkan kepastian tentang hal<, tanggungjawab, kewajiban dankr:wenagan seluruh pihak yang [erkaif denga-n- peilyelenggaraan pelayanan
publik;

b. Mewu]udkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai
dr:ngan asas-asas umum penyerenggari,an pemerintahan yang 

-baik;

(:. Tr:rpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;
d. Mewujudkan peran serta pubrik sesuai rJengan mekanisme yang berlaku.



Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

Asas - asas umum penyelenggaraan pelayanan publik melipuU :

_ a. Asas kepastian Hukum;
b. Asas keterbukaan;
c. Asas partislpratif;
d. Asas Keterbukaan;
e. Asas akuntahilitas;
f. Asas kepentiingan umum;
g. Asas professional;
h. Asas keseimbangan dan kewajiban;
i. Asas efisien:;i;
j. Asas efektif;
k. Asas Imprasial.

Bagian KeUga
Ruang Ungkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanaan publik mellpuU seluruh benfuk
pelalanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan
oleh penyelenggara pelayanan publik

BAB III
PEI.IBINA DAN PENANGGUITGI/IWAB

PELAYANAN PUBUK
Pasal 6

(1) Pembina pelayana publik adalah Bupatf;

(2) Pembina setragaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas metakukan
pembinaan, pengawasan, dan evaluarsl t'erhadap pelaksanaln fugas dan
penanggungjiawab;

(3) Pembina sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) waJlb melaporkan hasil
perkembangian kinerja pelayanan publik kepadi'oewin penvakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 7

(1) Penanaggunl3iawab adalah pimpinan satuan kerJa perangkat daerah atau
pejabat yanrl ditunjuk pembina.

(2) Penanggungfiawab sebagaiman drmaksrud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Mengkoordiansikan. kelancaran penyelenggaraan petayana publik sesuai

dengan stiandaft pelayanan pada seHap:5tuan kerj'a ;
b. Melakukan evaruasi penyerenggaraarn pelayanan pubrik;

c, Melaporkan kepada pembina pelalksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik diseluruh satuan kerja unit pelayilnan buUlit.

BAB IV

HAX; KEWA,IBAN DAN PERI!\N $ERTA
MASYARAKAT

Bagian pertama

lilak Penerima layanan lF,ublik

pasal g



Penerima layananr Publik mempunya hak :

a. M,endapatl<an pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan
tujuan pelayanan publik serLa sesuai s[andart pelayanan publik yang telah
ditentukan;

b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya llentang sistem, mekanisnre dan prosedur dalam pelayanan
publik;

c. Mendapatkan pelayanan yang ramah, bersahabar dan Udak diskiminasl;

d. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan
olnbudsman untuk mendapatkan penyelesalan;

e. Mendapatkan penyelesaian atas pengacluan yang diajukan sesuai mekanisme
yilng berlaku.

Eagian Kedua

Kevirajiban Penerlma layanan Publik

Pasal 9

(1) Dtalam menlrslsnggarakan pelayanan ptblik, seUap aparatur berkewajiban:

a. Mentaati segala peraturan perundarrg-undangan dan peiaturan kedinasan
yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman
pada standar pelayanan minimal;

c. Bersikap dan beftingkah laku sopan kepada masyarakat;

d. Menggunakan dan memelihara dol<umen dan barang inventaris lainnya
milik Penrerintah Kabupaten dengan sebaik-baiknya.

(2) l'lubungan antar penyelenggara pelayar.ran publik dilaksanakan dengan
rnentaati norma-nornna kelembagaan, kesopanan, kesusilaan dan etika
clengan berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud datam Pasal 2
clan ketenturan peraturan perundang-undangn yang berlaku;

(3) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mempunyai hrgas
s;ebagai penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan koordinasi dengan
lrihak lain untuk mengoptimalkan tugas-tugas pelayanan.

Bagian Ketiga

Peran S€rta Masyaralkat

Pasal 1O

(1) l'lasyarakat mempunyai kesempatan )i'aog stsrhit untuk berperan serta datam
lrcnyelenggilraan pelayanan publik;

(2) I>eran sefta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan
rlengan caria :

a. Menumbuhkan kesadaran masyauakat untuk melakukan pengawasan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Memberilcan saran dan atau penrlapat dalam
pelayanarrn publik;

r:. Menyarmpaikan informasi yang rJiperlukan dibidang penyelenggaraan
pelayanan publik.

rangka penyelenggaraan



BAB V

TATA KELOTA PEI.AYANAN PUIIIJK

Bagian Pertama

Penyelenggara

Pasal 11

Penyr:lenggaraan Pelayanan publik menganut prinsif-prinsif efisiensi dan
efektivitas dan memperhatikan faktor-faktor kesopanan, keramahtarnahan dan
kepuilsan masyilrakat.

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan pubrlik nlempunyai kewajiban :

a Merumuslcan standart pelayanan puhlik;

b, MenyelenEgarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan
standart pelayanan yang telah ditetzrpkan;

c' Memberikan kesempftgn kepada masyarakat untuk berperan serta di
bidang pelayanan publik;

d, Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai dengan mekanismeyang berlarku;

e, Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik ataspenyelenggaraan pelayanan puUiit;

f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dankewenaga n dalam penyelenggarain petayinan pr6fk.

Pasal t3
setialt penyelenrggull.l:,1 

?uj?lTnu peraya.an pubrik berhak mendapatkanpenghargaan atu.s prestasinya daram punyeninggiialn fi.iunun pubrik.

Pasal 14

(1) Untuk menjamin kualitas layanan
publik waJib membentuk unit
masyarakat;

masing-masing penyelengara pelayanan
pelayanan informasi din p"ngiOrin

(2) U,it pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksudpada avat (1) diraksanakan 5ten ,.dd;;;yana, pubrik yansm'tmpunyaikompetensi;

(3) Pe,nyelenggarc perayanan pubrik g.pu! rnengadakan kerjasama denganpenyetenggara perayanan pubtik rain' ataufun';;;il, pihak ketiga yangdi<Jasarkan pilda pertimbangan efisiensi dan efektivita! pehyanan pubrik;
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyerenggara perayananpublik wajib mengumumkan kepada n',uryrruiil l.,uiirui media cetak danelerktronik.

Baglan Kedua

lflndek Kepuasan Masyarakal:

pasal 15

(1) Pe,yelenggaraan perayanan pubrik vlaji! merakukan -peniraian krnerjapelaksanaan pelayanan publik secara pel.iodil<;
(2) unrtuk meraks,anakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dirirkukan me,.rui pengukuran inoers_. k-pfi*, ffir)/lLl..t sesuai dengansta ndart perayanan puutk masing-masing'paiyerdgg"n perayanan pubJik;



(3) Apabila ditenrukan ketidak sesuaian nilai antara indeks kepuasan rmasyarakat
dt:ngan standart pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan
pt:ngembanqan kapasitas pelaksana pelayarran publik.

Bagian Ketiga
Pen'yelenggara pelayanan publik wajib mengupayaka,n Permerintah Kabupaten Wajib

Menyedi;al<an tempat dan perlakuan pelayanan khusus bergi anggota masyarakat penyandang
cacat fisik, orang jompo, wanita hamil dan warga lainnya yang mempunyai keterbatasan fisik;

(1) Ptnyediaan sarana dan prasarana sebagailmana dimaksud pada ayat (1)
wajib menjamin aksesbilitas pengguna layanan yang dilaksanakan sesuai
dr:ngan peraturan perundang-undangan yarrg berlaku;

(2) Desain, tempatdan Jenis-jenis perlakuan khusus diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

Bagian Keempat

Kode Etik Pelalsana

Pasal 17

(1) Pr:laksanan pelayanan publik wajib merniliki kode etik memberikan pelayanan
pr.rblik, sebagai berikut :

a, Bertindak Jujur, disiplin, proporsional dan professional; .

b, Bertindak adil dan tidak diskrimlnatif;

c. Peduli, tellilti dan cermat;

d, Bersikap ramah dan bersahabaU

e Bersikap tiegas dan tidak memberikanr pelayanan yang berbelit-belit;

f. Bersikapa mandiri dan dilarang menrilrimil imbalan dalam bentuk apapun;

g, Transparan dalam pelaksanaan dan rnampu mengambil keputusan dan
langkah-langkah kreatif dan inovaUf,

Bagian Kelima

Standaft Pelayanan Ptrblik

Pasal 18

(1) Satandaft perllayanan publik disusun sr:suai dengan jenis dan karakteristik
_ . pelayanan publik yang melputi prosedur dan pelayanan publik;
(2) Penyelenggana pelayanan public wajib rnenetapkan- standart pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melipuu penetapan standart
persyaratan, biaya dan waktu;

(3)Masing-masirrg penyelenggara pelayanan publik wajib meninformasikan
slirnda rtpelay'ianan publi k kepada masyaraka t

Bagian Keenam

lPengaduan Pelayanan lrublik

Pasal 19

Tata cara pengacluan pelayanan publik adala sebagai berikut :
a. Pengaduan pelayanan publik diajukan kepada penyelenggara pelayanan

publik;
b. Paling lama 14 (emapt belas) hari kerja setelah diterimanya pengaduan,

penyelenggara pelayanan publik harusmenindak lanjuti pengaduan tersebut;
c. Apabila penyrels.rr.r. pelayanan pubrik tidak menanggapi sebagaimana

mt:nsunya atau menerima pengaduan sebal;aimana dlmiGud pada huruf b,
mtrka pengajuan diajukan kepada ombudsman.



BAB V[

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN P[:LA}/ANAN PU BLIK

Pasal 20

(1) Pengarvasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawasan
internal dan pengawasan eksternal;

(2) Pengavvasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melaul:
a. Perrgawasan oleh atasan sesuai dengan ;:eral.uran perundang-undangan;
b. Perrgawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-

unrlangan.
(3) Pengarvasan ekstrtrnal penyelenggaraan pela'yanan publik dilakukan :

a. Pertgawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publi!<;

b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai rJengan peraturan perundang-
unrJangan;

c. Perrgawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

PEMBHYAAN

Pasal 21

AnEgaran penyelenggaraan pelayan publik ditrebankan pada masing-masing
penyelenggara pelay'anan publik melalui Anggilran Pendapatan dan BelanJa Daerah
(APBD) Kabupaten Katingan.

BAB VTII

KETENTUAN SANKSiI

Pasal 22

(1) Tindalcan penyirnrpangan dan/atau pengalaaian oleh penyelenggara pelayanan
publik berdasarkan Peraturan Bupati ini dan perafuran pelaksanaannya dikenakan
sanksi administrasi sesuai ketentuan perudarng-undangan yang berlaku;

(2) Jenis-ienis sanksi administrasi sebagaimanar dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Peringatan lisan;

b. Perringatan telrtulis;

c. Pe:nundaan kenaikan pangkat;

d. Pernurunan prrrgkat;

e. Mutasijabatan;

f . Permbebasan lugas dan jabatan dalam yvaKu tertentu;
g. Pe:mberhentian dengan tidak hormat.

(3) Penyerlenggara clan/atau pelaksana yang dikenai sanki sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan (i:) diatas dapat dilanjutkran pemrosesan peikara ke lembaga
peradilan umum apabila penyelengara atau pelalsana melakukan perbuatan
melawan hukunr dan/atau penyelenggara atau pelaksana melakukan tindak
pidanil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB f,X

KETENTUAN PENYIDIIGI{

Pasal 23



(1) Selain oleh peJabat penyidik umum, Penyldikan atas pelanggaran tjndak pldana
dlmaksud dalarn pasal 21 Peraturan Bupati lrrljuga dapat dilakukan oleh pelabat
Pegawal Negerl Slpril tertentu dilingkungan prlmerintah Kabupaten KaUngan yang
pangkal:nya dltetarpkan sesual dengan pemturan perundang-undangan yang
berlaku;;

(2) Dalam rnelaksanak;an penyidikan sebagaimana dlrnaksud dalam ayat (1) pasal lni
adalali:
a. Ment:rima lapor;rn atau pengaduan dari se$eorang adanya Undak pidana;
b. Melakukan Undarkan pertama pada saat itu ditempat keJadian dan rnelakukan

pemt:riksaan;
c Men)ruruh berhr:rnti seseorang tersangka dlan memeriksa tanda pengenal dari

tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Men<;ambil sidil,l jari dan memotret tersangka;
t. Memanggil orang untuk didengar dan diperikxr sebagai tersangka atau sankl;
g. Menrlatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemr:riksaan perkara;
h. Menr;adakan penghenUan penyidikan setr{ah mendapat petujuk dari penyidik

POUU bahwa tidak terdapat cukup buKi atau peristiwa tersebut trukan
rnenrpakan undak pidana dan selanJutnya melalul penyldik potRl
menrberitahukan hal tersebut kepada penuntut umurn, tersangka atau
kelui:rganya;

i. Melakukan tindiakan lain menurut hukum yang bertanggung,awab.

BAB X

KETENTUAN PENUTUI'

Pasal 24

Hal-hal ytrng belum diatur dalam peraturan BupaU ini, sepanJang mengenai
pelaksanaarn diatur leblh lanjut dengan Keputusan EupaU KaUngan xsuli ketentuan
peraturan lrerundang..undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan BupaU ini berlaku pada tanggal diundilngkan.

A,gar setiaP orang mr:ngetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan BupaU
ini dengan penempatiinnya dalam Berlta Daerah Kabirpafen ffiuigan.

tanggal:5Me12011.

D:lndangkian di Kasorrgan
padatangg;al :5 Prei 20i1.

IATEN IGTINGAN

t.ADJU

Disalhkan di Kasongan

ATffN KATINGAN



PENJEIASAN

ATAS
I'ERATURI\N DAERAH KABUPATENI KA'ENGAN

r{oMoR 't2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEISYAN,IN PUBUK

I. PENJELASAN UMIJM

Untuk rneningka[kan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan lcetentuan

standar pelayanan publik.

Selanjutnya dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah daeruh dalam
pelayirnan publik yang baik, ditujkan untuk menghindarrl praKek korupsi, kolusi dan

nepotisme serta metibatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

. Sehubungan derrgan hal tersebut diatas, maka untuk mernberikan dasar yang kokoh bagi
pelalc;anaan penyelenggarilan pelayanan publik yang baik, perlu adanya pengendalian

terhadap pelayanan publik dengan menuangkan ke1[entuan pengafuar]nya dalam suatu

Peraturan Bupati.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal I s.d 2.5 : CukuP jelas


